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P e n g a n t a r

Tantangan Perubahan  
 
Dampak kejadian darurat covid 19 telah memangkas 
anggaran, membatalkan banyak pengadaan , menghentikan 
atau memperpanjang kontrak . 

Para pengelola pengadaan dalam pelaksanaan kerja harus 
memperhatikan prosedur kesehatan. 

Pekerjaan banyak dilakukan dari rumah. Kegiatan webinar 
melimpah dst. 

Semua menciptakan budaya baru.  
Seolah jika tidak berubah maka siap siap untuk punah. 

Perubahan yang lebih baik yang harus diciptakan, dengan 
berselancar menggunakan teknologi informasi. 

Jangan jadikan alasan dengan kejadian darurat covid 19 
menjadi tidak berkarya, tidak berkontrubusi ke negeri. 

Oke tetap optimis. 

Mari selalu berkontribusi. 
 
Salam pengadaan
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METODE PEMBAYARAN 
BELANJA NEGARA PADA 

MASA PENANGANAN 
PANDEMI CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19)

Pernah dimuat di MEDIA INDONESIA,  08 Februari 2014

   H e r y a n t o  S i j a b a t  NI  P  1 9 7 0 0 9 2 5 1 9 9 6 0 3 1 0 0 1

Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 merupakan pandemi  penyakit coronavirus 
yang  sedang berlangsung tahun  2019  (COVID-19), yang disebabkan 
oleh  sindrom pernafasan akut akut coronavirus 2  (SARS-CoV-2). 
Dari pandemi COVID-19 ini, dunia sudah sangat menderita dari 
sisi ekonomi, psikis dan korban jiwa. Berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO), penduduk yang 
positif terkena COVID-19 sebanyak 5.370.375 orang, meninggal 
dunia sebanyak 344.454 dengan sebaran pada 216 negara. 

Indonesia termasuk juga negara yang terkena penyebaran COVID-19, 
Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) 
membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik di 
Pusat mau Daerah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui website resmi https://
covid19.go.id menginformasikan bahwa di Indonesia yang positif 
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terkena COVID-19 sebanyak 23.165 orang, sembuh 5.877 orang dan 
yang meninggal 1.418 orang serta penyebarannya pada 34 propinsi. 
Demi percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan 
regulasi-regulasi yang dapat memberikan fleksibilitas penggunaan 
keuangan negara antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 
2020, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur 
Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020, Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2O19 (COVID-19) 
serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga 
yang berhubungan dengan penanganan COVID-19.

Pemerintah melakukan  refocussing  dan realokasi anggaran untuk 
penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi domestik. Seluruh 
anggaran yang tak bersifat urgensi akan dialihkan untuk menangani 
wabah tersebut. Pemerintah pun mengubah postur APBN 2020 guna 
mengimplementasikan refocussing dan realokasi anggaran. Perubahan ini 
tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 38/PMK.02/2020. 

Anggaran yang disediakan Pemerintah untuk menanggulangi 
COVID-19, sebesar Rp405,1 Triliyun untuk belanja kesehatan sebesar Rp75 
T, dukungan industry Rp70,1 Triliyun, social safety net Rp110 Triliyun dan 
pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp150 Triliyun.

Untuk melancarkan pencairan belanja negara dengan tetap 
memperhatikan nilai-nilai akuntabilitas, efisien, efektif dan penyederhanaan 
mekanisme serta simplifikasi dokumen, Kementerian Keuangan yang telah 
mengeluarkan regulasi seperti revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) serta mekanisme pencairan belanja dalam penanganan COVID-19.

Mekanisme Pembayaran Belanja Negara Dalam Penanganan COVID-19

a.	 Revisi Anggaran Penanganan COVID-19
Sesuai dengan instruksi Presiden kepada seluruh Kementerian/

Lembaga (K/L) dan daerah dalam penanggulangan dampak sosial, 
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ekonomi dan kesehatan masyarakat agar segera melakukan refocussing 
anggaran. Beberapa kegiatan yang direfokuskan sehingga dananya dapat 
direalokasikan untuk program penanggulangan COVID-19, antara lain 
seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan 
pada periode darurat. Dari hasil realokasi tersebut, anggaran akan 
ditujukan untuk beberapa K/L terkait teknis penanggulangan COVID-19, 
seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Pertahanan, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan K/L 
Lainnya (untuk peralatan terkait penganggulangan COVID-19).

Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-6/MK.02/2020 
tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka 
Percepatan Penanganan COVID-19. Surat Edaran ini dilanjutkan dengan 
Peaturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-2/AG/2020 tentang 
Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi Anggaran Yang 
Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Contoh Hasil refocussing dan realokasi dengan revisi DIPA yang telah 
dilakukan Pemerintah yaitu anggaran telah disalurkan melalui Gugus Tugas 
COVID-19 sebesar Rp3,14 triliun (Rp2,06 triliun untuk penyediaan Alat 
Pelindung Diri (APD), alat Kesehatan di Rumah Sakit Rp.1,09 triliun, dan 
sebesar Rp975 miliar untuk penggantian klaim perawatan di 129 Rumah 
Sakit yang menangani pasien Covid-19).

Gambar 1: Alur Revisi DIPA Penanggulangan COVID-19
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Keterangan:
1.	 Kementerian/Lembaga mengajukan revisi DIPA untuk melakukan refocussing 

dan realokasi anggaran melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 
Instansi (SAKTI).

2.	 Setelah menginput revisi DIPA melalui Aplikasi SAKTI, DJA melakukan 
verifikasi.

3.	 DJA (Direktur Teknis MItra K/L) melakukan verifikasi, apabila berkas tidak 
lengkap (3), maka akan diberitahukan kepada K/L dengan aplikasi Sistem 
Aplikasi Terpadu  Anggaran (SATU) (4), selanjutnya pemberitahuan kepada 
K/L (5).

6.	 Verifikasi dokumen revisi DIPA dapat dilakukan dengan Aplikasi DJA Single 
Window (DSW), aplikasi DSW dipergunakan oleh DJA (Direktur Teknis MItra 
K/L) untuk mengetahui Matriks Perubahan (Semula-Menjadi) (7).

8.	 DJA (Direktur Teknis MItra K/L) melakukan pengesahan revisi 2 hari kerja.

b.	 Mekanisme Pembayaran Belanja Negara Dalam Penanganan COVID-19.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 
Nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 
tahun 2020, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang 
berakibat pengeluaran atas APBN dimana anggaran untuk pengeluaran tersebut 
masih belum atau tidak cukup tersedia. Pemerintah juga memiliki kewenangan 
untuk menentukan proses dan metode pengadaan barang dan jasa serta 
melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen pada bidang 
keuangan negara.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas dan kewenangan 
melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, 
menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran. Simplifikasi 
pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan melakukan penyederhanaan prosedur 
dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penyederhanaan 
tersebut dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi Kementerian Negara/
Lembaga dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran namun tetap 
akuntabel.

Simplikasi dokumen pembayaran dalam penanganan COVID-19 ditindaklanjuti 
seperti yang diamantkan oleh Perppu Nomor 1 tahun 2020, Menteri Keuangan 
melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan PMK Nomor 43/
PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban 
APBN Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. 

Ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur khusus mekanisme 
pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimana alokasi dana untuk penanganan 
pandemi COVID-19 telah dialokasikan dalam DIPA Kementerian Negara/
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Lembaga. Untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, 
dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi 
dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun 
khusus COVID-19 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 
S-369/PB/2020. 	

Khusus untuk kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan 
pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang 
berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup 
tersedia dalam DIPA. Kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dilakukan hanya 
untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 untuk pengadaan berupa obat-
obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik 
tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan 
penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
segera memastikan penyediaan dana untuk melakukan kegiatan melalui revisi 
DIPA.

Selanjutnya mekanisme pembayaran belanja negara dalam penanganan 
pandemic COVID-19 dapat dilihat dari gambar dibawah ini:
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Keterangan:

1.	 PA/KPA mengalokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam DIPA 
masing-masing K/L dan segera melakukan Revisi Refocussing dan Realokasi 
Anggaran.

2.	 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan melaksanakan pembuatan 
komitmen dalam bentuk:
a)	 Surat perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau
b)	 surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya

3.	 Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pembayaran dengan Langsung 
atau Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan Tunai. Pembayaran atas 
beban APBN kepada penyedia barang/jasa, pejabat/pegawai atau pelaksana 
kegiatan lainnya pada kementerian negara/Lembaga, atau penerima 
pembayaran lainnya dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan 
setelah barang/jasa diterima.

	 Dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang/jasa, pembayaran 
sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barang/jasa 
diterima termasuk juga Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan 
secara bertahap atau sekaligus, berdasarkan komitmen.

	 Dengan memperhatikan PMK Nomor 145/PMK.05/2017, Pembayaran 
dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima dilakukan setelah 
penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran 
yang akan dilakukan berupa :
a)		 SPKPBJ, untuk pengadaan barang/jasa secara non elektronik yang nilainya 

lebih dari Rp.50.000.000,00 dan 
b)		 Komitmen penyedia barang/jasa, untuk pengadaan barang/jasa secara 

non elektronik dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 dan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4.	 Pembayaran LS dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening:
a)		 penyedia barang/jasa, pejabat/pegawai atau pelaksana kegiatan lainnya 

pada kementerian negara/lembaga, atau penerima pembayaran lainnya; 
atau

b)		 bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan 
dinas.

5.	 Pembayaran melalui mekanisme UP digunakan untuk :
a)		 pembayaran uang muka; 
b)		 pembayaran bertahap/sekaligus sebagaimana diatur dalam perjanjian/

kontrak; dan 
c)		 pembayaran setelah  barang/jasa diterima dalam hal pembayaran 

didasarkan pada selain perjanjian/kontrak.
d)		 Besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada 

1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa tidak dibatasi nominalnya.
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Pembayaran melalui mekanisme UP dilakukan melalui pemberian TUP tunai. 
Pengajuan SPM TUP tunai dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komitmen 
dan/atau rencana pembayaran yang akan dilakukan dalam 1 (satu) bulan. Dalam hal 
KPA mengajukan permintaan TUP tunai untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) 
bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan 
kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.

6.	 TUP tunai harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan atau sesuai 
persetujuan Kepala KPPN. Pertanggungjawaban TUP dilakukan setelah:
a)	 barang/jasa diterima atau penyedia menyerahkan jaminan untuk 

pembayaran uang muka; dan 
b)	 alokasi dana tersedia/cukup tersedia dalam DIPA.

	 Pertanggungjawaban TUP tunai dapat dilakukan secara bertahap atau 
sekaligus. Sisa TUP tunai yang tidak habis digunakan harus disetor 
ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 
pertanggungjawaban TUP.

7.	 dan 8 Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan 
pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
pemerintah pusat. Entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan 
pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan 
pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan 
sebagai bagian dari peristiwa luar biasa.

Kesimpulan:

1.	 Pemerintah mengeluarkan regulasi khususnya yang mengatur tentang 
keuangan negara yang didalamnya adanya pengaturan tentang revisi DIPA 
dan mekanisme Pembayaran dalam penanganan pandemic COVID-19.

2.	 Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan 
pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan 
yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/
tidak cukup tersedia dalam DIPA, yang selanjutnya PA/KPA melakukan revisi 
DIPA.

3.	 Pembayaran penanganan pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan 
Pembayaran Langsung atau Uang Persediaan/TUP Tunai.

4.	 Pembayaran melalui mekanisme UP/TUP Tunai digunakan untuk :
a)	 pembayaran uang muka; 
b)	 pembayaran bertahap/sekaligus sebagaimana diatur dalam perjanjian/

kontrak; dan 
c)	 pembayaran setelah  barang/jasa diterima dalam hal pembayaran 

didasarkan pada selain perjanjian/kontrak.
d)	 Besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada 

1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa tidak dibatasi nominalnya.
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Heryanto Sijabat
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Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. 
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O2O services
WE SERVE THE EARTH 

Belajar dari Negeri China
 

          k h a i r u l  r i z a l  |  khr_rizal@yahoo.co.id [Migas_Indonesia]

 

IAPI mendapat undangan mengikuti Global Supply Chain Forum di China 
tanggal 20-20 Juli 2006 yang lalu,  forum yang membuka mata kita betapa 

pengelolaan Supply Chain Management sudah menjadi sesuatu yang wajib 
dilakukan untuk memenangkan persaingan bisnis dan menguasai dunia. 
China dengan big visionnya “To serve the Earth” telah melakukan berbagai 
inovasi yang membuat barang yang dibuat di China  (Manufactured in 
China) bisa sampai di pelosok mana saja di muka bumi ini dengan harga 
yang tidak akan bisa dikalahkan oleh produk lokal sekalipun jika negara 
tersebut tidak melakukan proteksi terhadap produk dalam negerinya.

Merk boleh Mercy,  BMW,  Audi,  Apple,  Blackberry,  dll apa saja 
tetapi manufactured in China,  Our factory is world class factory,  dimana 
tidak ada satu pabrik sejenis didunia yang dapat mengalahkan 
efisiensinya. Pabrik di    China sudah bertransformasi dari pabrik untuk 
produk dengan kualitas rendah dan murah menjadi pabrik yang dapat 
memproduksi produk dengan kualitas yang diinginkan pemesan.Jangan 
heran jika kita naik Mercy, Volvo, VW  itu semua dibuat di China.

Untuk Consumer product China memperkenalkan layanan O2O (Online 
to offline)  services,  mereka membuat jaringan pemasaran dari barang 
keluar pintu pabrik hingga terima didepan depan pintu konsumen dengan 
hanya mengklik order di HP konsumen. China mempersiapkan lebih dari 
5(lima) juta toko yang dapat menghubungkan UKM/UKM, aggregator atau 
pabrik2 mereka keseluruh dunia.



Edisi 29 Tahun 2020 | 11

 
Bagaimana bisa?

Salah satu kunci sukses China melakukan ini adalah betapa besarnya 
peran asosiasi,    China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP)  ,  
adalah federasi yang beranggotakan ratusan ribu profesional yang bekerja 
di bidang Procurement,  Logistik atau Supply Chain Management, lebih 
dari ribuan perusahaan dan asoasiasi –asosiasi SCM sejenis diberbagai 
kota Industri China.

Acara Global SCM forum dilaksanakan dikota Shenzen dan 
diselenggarakan oleh   Shenzhen Logistics and Supply Chain Management 
Association, anggota China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP),  
seperti DPD IAPI dibeberapa kota provinsi.  Asosiasi SCM Shenzen terletak 
di kota shenzen,  beranggotakan ribuan professional dan lebih dari 7000 
perusahaan, memiliki gedung sendiri berlantai 6(enam) lengkap dengan 
segala fasilitasi training, R&D,  akomodasi dll.

 
Kegiatan utama asosiasi adalah melakukan:

1.	 Peningkatan kompetensi anggota  (personal dan perusahaan) dengan 
kegiatan training dan sertifikasi

2. Melakukan promosi dengan menyelenggarakan seminar dan ekspo 
rutin diseluruh china

3.	 Melakukan R&D dalam menemukan cara atau metoda efisiensi baru 
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dalam procuremen, Logistik/SCM 4.Menjadi jembatan/bridge  antara 
industri dan pemerintah.
 

Asosiasi SCM telah  mendrive  arah dan kebijakan pemerintah dalam 
mewujudkan vision O2O services to serve the earth dengan cara paling 
efisien.

Pemerintah China mengeluarkan berbagai aturan sesuai saran 
dan kebutuhn industri,  mereka mendirikan banyak sekali industrial-
industrial estate yang semua resources untuk produksi ada disatu lokasi.
Konsep  konsolidasi dan  shared services  sebagai salah satu    metoda 
melakukan efisiensi dalam SCM dilakukan dengan baik sekali,  mereka 
menyebut pemerintah mereka Government Enterprises . China membangun 
kota-kota industrinya diawali dengan pembinaan terhadap  Usaha Kecil dan 
Menegah (UKM) dan bisnis swasta daerah yang disebut sebagai Township 
and Village Enterprises (TVEs) .

Pusat-pusat industri seperti Shenzen, Guangzhou, Shanghai,  dll 
tumbuh menjadi kota industri berskala dunia.Pemerinth China melakukan 
pemberdayaan industri mereka secara serius dan all out. Pemerintahnya 
memberikan subsidi yang diharamkan atau ditentang oleh negara-negara 
G7 seperti AS, German dan negara2 besar lainnya.

Program subsidi atau bantuan pemerintah china terhadap produsen di 
negaranya antara lain:
1.	 Pengurangan pajak penghasilan
2.	 Pengecualian pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN)
3.	 Pengecualian pengenaan tarif
4.  	 Pemberian kredit murah
5.  	 Restitusi atas pajak penghasilan kepada perusahaan pembeli peralatan 

dan aksesosi dalam negeri
6.	 Restitusi PPN kepada perusahaan pembeli peralatan dan aksesosi dari 

dalam negeri
 

China dengan lobi internationalnya sangat aktif mempromosikan free 
trade zone area/ community,  marketing strategi yang supercanggih yang 
ujung-ujungnya adalah sarana membuka masuknya produk China dengan 
tanpa perlawanan. Ketika sebuah produk china dengan kualitas sama atau 
bahkan  lebih baik bisa dijual dengan harga hanya 40-50% didepan pintu 
gerbang pabrik lokal,  siapa yang bisa melawannya??Dua fenomena yang 
kontradiktif,  kita senang mendapatkan barang dengan kualitas sama 
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atau lebih bagus dari produk lokal sambil melihat saudara kita menjadi 
pengangguran karena pabrik tempatnya bekerja ditutup kalah melawan 
produk China.

Pada pembukaan acara Global forum,  Chairman Asosiasi SCM Shenzen 
yang juga CEO perusahan SCM /perusahaan distribusi china yang tahun 
2015 beromzet 300 Triliun Rupiah) mengatakan,  Kunci sukses kami : 
kami punya Mimpi  (Dream), kami wujudkan mimpi kami dengan kerja 
keras (Down to earth) dan Kami melakukan sesuatu dengan benar dari 
suatu yang benar (DO things Right from The Right Things). Ketiga 
statement diatas telah membuat mereka secara perusahaan sangat kuat, 
secara kota/kawasan dengan konsep SCM collaborationnya menjadi kota/
kawasan industri yang sangat efisien dan kompetitif dan secara negara 
mereka menjadi super power.

Mereka melakukan berbagai SCM innovation   dan mempraktekannya 
.Mereka mempraktekan  teori Consolidation,  Shared services,  Integration,  
UKM empowerment,  Collaboration,  Government enterprise bahkan 
pemerintahnya memberikan subsidi dan proteksi terhadap kepentingan 
dan ekspansi bisnis. Semua dilakukan dalam mewujukan visinya To serve 
the earth dengan the most efficient way,  Strategi memenangkan perang 
dizaman modern.

 
Pelajaran dan Warning dari Negeri China

Jelas pelajaran bagaimana berusaha dizaman modern,  melakukan 
efisiensi luar biasa di mata rantai pengadaan barang/jasa, bagaimana 
mengimplementasikan  Strategic Procurement  menjadi pelajaran mahal 
bagi para ahli pengadaan, logsitik dan SCM Negeri ini. Kita masih berteori 
dan berdiskusi bagaimana mengimplementasikan konsep konsolidasi 
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(menggabungkan ribuan paket pengadaan yang dipecah-pecah dengan 
berbagai alasan dan motivasi),  mereka sudah menggabungkan kebutuhan 
persektor industri bahkan seluruh negeri dengan melakukan impor, 
berproduksi disuau zona/fasilitas    dan ekspor bersama. Ketika mereka 
sudah menerapkan praktek  shared dan collaboration services ,  kita saling 
berlomba membeli .mengusahakan gudang, kapal, alat komunikasi, 
transportasi dll sendiri atau tidak mau bergabung bersama (dengan segala 
alasan dan motivasi).

Kita bangga menjadi salah satu pencetus ASEAN sebagai free trade area 
(AFTA),  tetapi mereka menjadikan itu suatu consolidated demand,  agregasi 
pasar yang luar biasa. Jika produksi tadinya hanya ditujukan ke masing-
masing negara Malaysia, Singapore, Thailand dll,  kini tujuannya adalah ke 
pasar ASEAN,  pasar dengan jumlah penduduk lebih dari setengah negeri 
china (plus 650 juta orang),  selain juga pasar dibelahan bumi lainnya.

Kata-kata belajar hingga ke negeri China,  untuk bidang Suply Chain 
Management  benar adanya,  tidak bisa dipungkiri . Dengan konsep 
O2O (online to offline) servicenya china sudah mempersiapkan 5(lima) juta 
koneksi kesemua outlet atau distributor diseluruh dunia. Kampanya Free 
trade area  sebagai senjata penjebol benteng-benteng “barer to 
entry” setiap negara sangat sukses dipromosikan. Dunia terutama negara-
negara berkembang dikondisikan menjadi “merasa bersalah” jika  tetap 
memasang “Barrier to entry” terhadap serbuan produk asing.

Malah dengan bangga banyak negara-negara berkembang 
mendeclare negaranya adalah negara pendukung  free trade area,  kami 
adalah negara demokrasi yang membuka dan memberi kesempatan 
kepada seluruh dunia,  padahal dinegara produsen itu sendri mereka 
menerapkan praktek subsidi, proteksi atau  “Barier to Entry”  yang luar 
biasa ketatnya.????

Indonesia sebagai negara besar dengan penduduk dan tatanan 
geografis yang luar biasa luas, negeri dengan potensi dapat menjadikannya 
suatu negera yang kuat, mandiri dan makmur telah terperangkap menjadi 
salah satu negeri dengan tingkat penerimaan produk impor paling tinggi 
di ASEAN. Hal sangat logis dengan penduduk lebih dari 250 juta indinesia 
akan menjadi pasar sangat menggiurkan.

Konsep tol laut atau dari berbagai sumber adalah implementasi dari Silk 
roadnya china,  akan menjadikan jalur distribusi barang yang sangat efisien 
keseluruh pelosok Indonesia. Dengan disain free trade zone area -ASEAN,  
semua produk itu akan masuk langsung kepelosok desa dengan harga 
hanya setengah bahkan bisa lebih murah dari produk UKM manapun. 
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Konsep Innovation in Supply Chain Magament menjadikan kita bangga 
mengetahuinya bahkan perlu belajar hingga kenegeri China,  tetapi disisi 
lain dinegeri ini telah menjadikan  ribuan petani-petani kita menjual sawah 
atau meninggalkan kampungnya merantau kekota besar menjadi kuli atau 
tukang ojek.

 

Hal ini menjadi Konsekuensi dan tantangan kita semua bagaimana 
agar tetap ikut dengan arus dan pola operasi modernisasi global atau 
inovasi   SCM ini, tetapi tetap dapat menjadikan   petani kita petani 
yang sejahtera. Petani    yang mereka bangga menjadi petani dan 
dapat berpenghasilan minimal atau    lebih besar dari UMR (Upah 
Minimum Rata-Rata) didaerah mereka,  mengalahkan penghasilan 
menjadi  kuli atau tukang ojek dikota-besar yang terpaksa dilakukan 
walau bukan kompetensi mereka…(KR-IAPI-Aug2016).  
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PELAYANAN PRIMA 
(Service Excellence) 

dan Keterkaitannya pada 
Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah
			   C h r i s t i a n  G a m a s   |  Konsultan PBJ  	

Pelayanan Prima atau Service Excellence merupakan salah satu materi 
pendidikan dan pelatihan pada Pra-Jabatan (era saya) atau Latihan 

Dasar (Zaman Now) bagi Para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 
membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 
Sedangkan Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) 
dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(UU25/2009).

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 
sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang 
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara 
langsung maupun tidak langsung berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU25/2009.

Pelayanan Publik berbeda dengan Pelayanan Privat (swasta) tidak sama 
persis, walaupun sama-sama pelayanan, terutama karena Pelayanan Publik 
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diikat dengan ketentuan UU25/2009.

Apa saja yang membedakan Pelayanan Publik dibandingkan dengan 
Pelayanan Privat?
1. 	Sifat Barang/Jasa : Barang publik maupun barang semi publik memiliki 

eksternalitas, eksternalitas disini muncul apabila para pelaku aktifitas 
ekonomi diperlukan dalam proses pengadaan barang/jasa

2. 	Risiko Kegagalan Penyelenggaraan : Berbeda dengan pelayanan privat 
yang merujuk tanggung-jawab pada perseorangan, dalam proses 
pelayanan publik tanggung-jawab merupakan hal yang bersifat 
kolektif.

3. 	Akses terhadap pelayanan : merupakan tanggung-jawab negara.
4. 	Keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan nilai negara : Bersifat 

tinggi dan langsung, karena itu keberhasilan negara dalam pelayanan 
publik bergantung pada kinerja organisasi dalam Pemerintahan untuk 
mencapai tujuan organisasinya.

5. 	Dasar Penyelengaraan : Pelayanan Privat dilakukan berdasarkan 
kesepakatan, sedangkan pada Pelayanan Publik berdasarkan pada 
Kebijakan Publik dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. 	Lembaga Penyelenggara : Terdiri atas Instansi Pemerintah dan Non-
Pemerintah

7. 	Sumber Pembiayaan : Anggaran, subsidi Pemerintah, hibah, dan lain-
lain.
Bagaimana prinsip Pelayanan Publik?

Hendaknya dalam pelayanan publik prinsip yang digunakan bersumber 
pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
tahun 2003  adalah :
1. 	Sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan
2. 	 Jelas, memiliki kejelasan persyaratan dan biaya
3. 	Pasti, memiliki kepastian waktu penyelesaian
4. 	Akurat, memiliki ketepatan dalam kebenaran, ketepatan, dan sah/legal
5. 	Aman, karena memiliki kepastian hukum
6. 	Bertanggung Jawab, berfokus pada penyelenggaraan dan penanganan 

keluhan
7. 	Lengkap, tersedia sarana prasarana dan kelengkapan peralatan kerja
8. 	Mudah, dalah hal dapat dijangkau masyarakat
9. 	Disiplin dan Ramah, budaya dan pelayanan yang sesuai seperti 3S 

Senyum Sapa Salam, dan 5S.
10. Nyaman, memiliki suasana tertib, teratur, bersih, rapi, dan indah.

Dengan demikian berdasarkan esensi dari UU Pelayanan Publik maka 
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Pengadaan barang/Jasa Pemerintah atau  Public Procurement  menjadi 
sedikit “tricky” dibandingkan dengan Pengadaan Barang/Jasa Privat 
atau Privat Procurement, karena selain ada tuntutan untuk mengikuti trend 
yang berlaku secara umum juga memerlukan pemberlakuan aspek-aspek 
yang terdapat dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang dituangkan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, latar belakang filosofis Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah silahkan dibaca pada artikel sebagai berikut :
1.	 https://christiangamas.net/seri-pemahaman-peraturan-presiden-

nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/
2.	 https://christiangamas.net/seri-pemahaman-peraturan-presiden-

nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-
seri-2/
Dengan demikian  Public Procurement  atau Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (PBJP) selain mengikuti perkembangan yang lebih lanjut pada 
trend umum di pasar juga perlu memperhitungkan pelayanan publik yang 
memiliki Dasar Penyelenggaraan berdasarkan Kebijakan dan Peraturan 
Perundang-Undangan sehingga PBJP memiliki tingkat kerumitan lainnya 
sehingga tidak sekedar pengadaan yang simpel.

Berbicara mengenai perkembangan, berdasarkan salah satu buku yang 
saya baca, yaitu Emmett, Stuart; Paul Wright (2012-01-01). Excellence 
in Public Sector Procurement (Kindle Locations 166-167). Cambridge 
Academic Publishers. Kindle Edition yang bisa anda beli secara daring, dan 
dapat anda baca melalui aplikasi Kindle lewat tautan berikut ini :

https://www.amazon.com/dp/1903499666/
ref=as_sl_pc_qf_sp_asin_til?tag=christiangama-20&lin
kCode=w00&linkId=272a487d2226b441dad84bc35e
62dbb0&creativeASIN=1903499666

Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Pengadaan 
(Procurement) secara bertahap senantiasa berevolusi, 
perubahan dan tahapan tersebut dapat di identifikasi 
dan berkembang murni berdasarkan proses 
transaksional untuk menghantarkan nilai tambahan 
bagi organisasi dengan rincian sebagai berikut :
1. 	Tahap Satu : Pemusatan Pengadaan Barang/Jasa dengan fokus 

perhatian yang memperhatikan barang/jasa yang nyata dan keluaran 
yang nyata.
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2. 	Tahap Dua : Proses Pengadaan Barang/Jasa telah dilakukan terpusat dan 
telah berpindah dari Tahap satu menuju basis pada Proses Pengadaan 
Barang/Jasa yang dilakukan secara terukur.

3. 	Tahap Ketiga : Pengadaan dilakukan dengan pengembangan relasional 
meliputi pembinaan hubungan antara pembeli dan pemasok.

4. 	Tahap Empat : Pengadaan yang terpusat pada kinerja yang berfokus 
pada manajemen barang/jasa terbaik dan mengintegrasikan hubungan 
antara pembeli dan pemasok, proses, dan hasil, yang dilakukan 
secara berdaya guna menggunakan sumber daya yang dimiliki antara 
pemasok dan pembeli, namun biasanya beberapa Pemerintah selaku 
penyelenggara layanan publik memiliki sejumlah masalah di sini dalam 
melakukannya, karena mengintegrasikan hubungan antara pembeli 
dan pemasok dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Tahapan “evolusi” pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana 

diatas telah dijabarkan mengikuti kelaziman dan trend pasar yang 
berlaku, berbicara antara hubungan dengan Pemerintah selaku Pembeli 
dengan Penyedia selaku Pemasok tentu tidak dapat kita pisahkan dengan 
Manajemen Rantai Pasokan atau sering disebut dengan  Supply Chain 
Management.

Apa sih Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasokan pada 
Sektor Publik tersebut? buku yang saya sebutkan diatas mencantumkan 
bahwa Manajemen Rantai Pasokan memiliki definisi :

Koordinasi semua pihak yang terlibat dalam memberikan kombinasi, 
input, output, atau hasil yang akan memenuhi persyaratan Sektor Publik 
yang ditentukan

Definisi diatas mengingatkan kita pada model Input (Masukan), Proses, 
dan Output (keluaran) dengan ilustrasi gambaran sebagai berikut :

Sumber : Emmett, Stuart; Paul Wright (2012-01-01). Excellence in Public 
Sector Procurement (Kindle Locations 178-182). Cambridge Academic 
Publishers. Kindle Edition.

Dengan demikian maka dalam menyusun Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah hingga dapat mengidentifikasi kebutuhan hingga keluaran 
proses kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hendaknya 
memperhatikan filosofis dan definisi dari Manajemen Rantai Pasokan 
pada Sektor Publik yang disebutkan diatas, secara konkrit maka perlu 
dihubungkan dengan Indikator Kinerja Utama, masukan, proses, dan 
keluaran hendaknya didalami dan dihayati sebagai proses penting dengan 
penekanan pada koordinasi semua pihak yang terlibat dalam memberikan 
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pelayanan Publik yang ditentukan.

Sehingga jelas sekali bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah tidak sekedar sebatas hanya pada pemasok dan pembeli 
semata, ketika berbicara hanya pada Pemasok dan Pembeli maka konteks 
nya hanya sebatas Pada Pemilihan Penyedia semata yang hanya melibatkan 
Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat 
Pengadaan dengan Pelaku Usaha yang menjadi Penyedia yang jelas tidak 
cukup, karena lazimnya pada  best practices  di berbagai Negara  Public 
Procurement melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari 
berbagai macam pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian maka Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres16/2018) sudah 
berada pada “Jalur yang tepat” dan dengan optimasi terbaik yang dapat 
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah pada Pemerintah 
Daerah bukan tidak mungkin menghantarkan evolusi proses pengadaan 
hingga Tahap Ke-Empat mengingat Perpres16/2018 telah menerapkan 
prinsip-prinsip  best practices  dari beberapa negara untuk mendukung 
Pengadaan Publik yang berdaya guna dan menunjang organisasi untuk 
melakukan Pelayanan Prima.

Berdasarkan bagan diatas Pengadaan dan Pemasok 
merupakan  Input  penting dalam Manajemen Rantai Pasokan, sebagai 
sebuah Input maka Proses Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian 
dalam menyusun sebuah Program/Kegiatan, dengan demikian maka 
dalam menyusun sebuah Rencana Kerja maka Input dapat dituliskan 
berupa Barang/Jasa yang merupakan Keluaran dari Proses Pengadaan 
Barang/Jasa baik yang sudah dilakukan pada periode tahun anggaran 
sebelumnya maupun pada Proses Pengadaan Barang/Jasa yang akan 
dilakukan bersamaan dalam tahun anggaran yang sama.

Sehingga paradigma yang perlu digeser dalam penyusunan kegiatan 
tidak sekedar hanya mencantumkan Nilai Paket sebagai masukan dan 
keluaran hanya Barang/Jasa semata sebagai Keluaran.

Seringkali saya menemukan paradigma lama ini, bahwa dalam proses 
penginputan RUP seringkali PA/KPA/PPK dan PPTK menyebutkan di 
tempat saya tidak ada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pak, jadi gak 
perlu diinput RUP nya kedalam SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum 
Pengadaan).

Berikut adalah dialog imajiner berdiskusi santuy terkait Kegiatan 
Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat
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Respon saya adalah, kalau tidak ada Pengadaan barang/jasa, terus 
kenapa ada DPA bu, terus itu ada inputnya nilainya Rp5.500.000 berarti 
kan ini kegiatan Pengadaan?

“Karena dalam DPA saya hanya ada pengadaan kertas sebanyak 100 
RIM untuk pelayanan administrasi bagi masyarakat Pembayar Pajak 
Hiburan saja Pak!”

Kertas itu bukan nya Pengadaan Barang bu?

“iya pak, tapi kami lakukan secara swakelola, bukan dengan lelang 
karena nilai Kertas itu hanya Rp5.500.000 dan Nilai DPA saya hanya segitu 
saja!”

Terdapat beberapa kekeliruan dari dialog imajiner diatas, total saya 
hitung ada 3 (tiga), apa saja?

Pertama, Swakelola adalah salah satu  Cara Pengadaan Barang/
Jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) Perpres16/2018 untuk 
menghasilkan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 
Dengan demikian bila tidak memiliki sumber daya untuk menghasilkan 
Kertas secara mandiri maka sudah jelas termasuk dengan Pengadaan Barang 
melalui Penyedia (bukan swakelola). Mengasumsikan Tender (yang disebut 
secara keliru sebagai Lelang) sebagai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
adalah hal yang keliru, karena Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan 
aturan mengenai Lelang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada era 
Perpres16/2018 ini tidak berfokus hanya tata cara tender semata yang 
merupakan salah satu jenis proses Pemilihan Penyedia semata.

Kedua, terdapat kurang tepatnya paradigma dan harmonisasi antara 
input dan judul kegiatan, kegiatan memiliki input Rp5.500.000 namun 
keluarannya adalah pelayanan administrasi bagi masyarakat yang juga 
membuat munculnya kebingungan karena ada pernyataan bahwa tidak 
ada sama sekali Pengadaan atas DPA tersebut.

Pada Kegiatan dengan judul Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat 
maka Kertas lah yang merupakan masukan dari Proses Pelayanan Publik 
yang akan dilakukan, artinya kegiatan Pelayanan Adminsitrasi Pajak Hiburan 
bagi Masyarakat ini merupakan kegiatan Swakelola dengan Masukan 
(input) berupa Kertas sebanyak 100 RIM, bukan dana sebesar Rp5.500.000 
yang menjadi masukan.

Dengan demikian Pengadaan Barang merupakan proses penunjang, 
hasil dari kegiatan Pengadaan Kertas sebanyak 100 RIM ini merupakan 
Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan pasokan kertas, sehingga 
sangat-sangat Wajib di input RUP sejak sebelum tahun anggaran dimulai 
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agar pelaku usaha dapat mengetahui keberadaan pengadaan tersebut, 
menginput RUP sejak dini selain mendukung terciptanya Marketplace 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga membantu ketersediaan pasokan 
agar Barang dapat segera tersedia sehingga Pelayanan Publik yang prima 
dapat tercapai dengan baik, bukan cuma sekedar diinput hanya karena 
perintah Perpres16/2018 dan menjadikan kewajiban semata, menginput 
RUP dengan baik adalah tugas operator, namun bila RUP yang menjadi 
kewenangan PA/KPA ini dipahami dengan baik maka harusnya dapat 
dilakukan Optimasi, untuk menunjang pelayanan prima dalam proses 
Pelayanan Publik bukan tidak mungkin dilakukan konsolidasi Pengadaan 
Kertas dalam satu kantor sehingga optimasi yang dapat dilakukan adalah 
mengkonsolidasikan DPA dengan nilai Rp5.500.000 tadi dengan membuat 
pengadaan terpusat atau dalam Perpres16/2018 disebut sebagai konsolidasi 
agar dapat memperoleh nilai dan volume belanja yang mendorong nilai 
lebih efisien.

Dengan demikian kekeliruan tersebut dapat di perbaiki dengan 
memasukkan Input bukan diisi dengan nilai Rp.5.500.000 melainkan 
100 RIM Kertas A4. Sehingga antara paradigma Pelayanan Publik dan 
Pengadaan barang/Jasa sebagai unsur penunjang nya jadi klop, bahwa 
fokus dari kegiatan ini adalah menghasilkan Pelayanan Prima Administrasi 
bagi Masyarakat dengan masukan 100 Rim Kertas.

Pak, bukannya Rp5.500.000 itu adalah masukan juga, kalau gak ada 
masukan dari dana sebesar itu maka gak bisa berjalan proses administrasi 
pelayanan publiknya!

Duuhh….. kok masih di protes juga, jadi gini bu, Kegiatan ibu ini concern 
utama nya pengadaan kertas nya atau pelayanan publik nya?

Pelayanan publik nya pak!

Karena pelayanan publik nya yang utama, kalau ibu jadikan masukan 
adalah dana tersebut maka keluaran nya bukan pelayanan publik karena 
niatannya kan beli kertas saja dengan dana tersebut, dana tersebut 
kan benda konkritnya uang, uang tersebut kan tidak digunakan untuk 
melakukan pelayanan publik, yang digunakan adalah kertas nya, maka dari 
itu yang benar adalah masukan / input nya adalah kertas 100Rim itu tadi.

Tapi kan ujung-ujung nya kertas itu kan dibeli dari uang itu juga?

Beda filosofis bu, masukan dalam proses itu berupa barang/jasa, kalau 
masukannya berupa uang maka dengan melakukan proses pengadaan 
kertas saja ketika proses 100RIM kertas itu selesai tercapai 100RIM kertas, 
maka kegiatan sudah selesai, tapi kan kegiatan ibu adalah Pelayanan Publik 
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Pajak Hiburan pada Masyarakat yang berlangsung pada 1 tahun penuh, 
nah yang digunakan selama 1 tahun penuh itu adalah 100RIM kertas 
itu tadi, 100 RIM kertas itu bisa dilakukan optimasi pengadaan dengan 
menggunakan beberapa strategi, dan pelaksanaan strategi pengadaan 
barang tersebut sebagai kegiatan penunjang memiliki keluaran berupa 
munculnya barang berupa 100RIM kertas, nah 100 RIM kertas ini yang 
digunakan sepanjang tahun untuk kegiatan ibu, bukan Rupiahnya. Kalau 
kegiatan ini adalah Kegiatan Pengadaan Kertas dengan input Rp5.500.000 
maka DPA ibu seharusnya berjudul Pengadaan Kertas, bukan Pelayanan 
Administrasi Masyarakat.

Kesalahan ketiga, tidak adanya koordinasi antara semua pihak yang 
berkepentingan dalam proses manajemen rantai pasok, masih berkaitan 
dengan kurang nya kompetensi dan pengetahuan yang memadai dalam 
Identifikasi Kebutuhan dan terkait dengan kesalahan kedua diatas. Kesalahan 
kedua ini hanya gejala kecil semata dan sering disoroti bahwa penanggung-
jawab DPA tersebut keliru secara esensi dan yang perlu diperbaiki hanya 
penanggung-jawab DPA tersebut sebagai PPK. Padahal sebagaimana 
definisi Manajemen Rantai Pasok pada Sektor Publik diatas, koordinasi 
semua pihak yang berkepentingan merupakan faktor esensi dalam fungsi 
Manajemen Rantai Pasok guna menunjang keberhasilan sektor Publik, bila 
melihat tugas dan kewenangan PA/KPA dalam Perpres16/2018 seharusnya 
PA/KPA melakukan konsolidasi. DPA yang banyak untuk kegiatan yang 
didalamnya terdiri dari pengadaan yang serupa menunjukkan adanya 
kealpaan dari PA/KPA untuk menghilangkan kegiatan yang redundan 
dalam identifikasi kebutuhan.

Alih-alih ada banyak DPA seperti ini untuk tiap-tiap jenis Pajak Daerah 
dimana masing-masing DPA hanya berbeda pada judul dan Pajak yang 
ditangani namun isinya Pengadaan kertas semata, kenapa Pengadaan 
Kertas tersebut tidak dikonsolidasi dalam satu DPA saja yang berdampak 
pada efisiensi? pemusatan pengadaan ini akan membuat kita tidak 
sekedar sibuk Pengadaan saja dan dapat lebih berfokus pada Kinerja 
Pelayanan Publik. Untuk melakukan konsolidasi ini tentunya PA/KPA 
memperhitungkan bersama PPK dan PPTK untuk menghitung dengan 
sungguh-sungguh berapa sih jumlah kertas yang dibutuhkan untuk 11 
Jenis Pelayanan Pajak Daerah? ketika sudah tahu jumlah nya maka proses 
itu dilakukan secara dini di awal tahun, sehingga barang sudah tersedia, 
dan sepanjang tahun dapat fokus memberikan pelayanan publik secara 
prima bagi masyarakat, syukur-syukur terdapat efisiensi sehingga dapat 
digunakan untuk kebutuhan yang sesuai dengan tujuan kegiatan selain 
kertas (misal Pajak Reklame yang mungkin memerlukan gergaji besi untuk 
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menumbangkan reklame tiang permanen yang liar).

Untuk mencapai hal ini maka koordinasi semua pihak penting dilakukan, 
PA/KPA, PPK, dan PPTK harus sering-sering rapat dan berdiskusi dalam 
identifikasi kebutuhan untuk menyusun program dan kegiatan dan tidak 
sekedar copy-paste dari tahun sebelumnya saja.

Ketiga kesalahan diatas ini gampang-gampang susah untuk 
memperbaikinya, memberikan sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah tingkat Dasar saja menurut saya masih sangat kurang. 
Pelatihan manajerial secara komprehensif menjadi kebutuhan, dengan 
demikian baik PA/KPA, PPK, hingga PPTK dapat memilah, membedakan, 
dan mengimplementasikan perspektif manajemen operasional dan 
manajemen stratejik dalam Perencanaan Program Kerja dan Kegiatan, 
dengan Manajemen Rantai Pasokan dan Aspek-aspek Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah sebagai unsur penunjang/sarana untuk mencapai tujuan 
Operasional dan tujuan Strategis.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan unsur penunjang, 
sebagai penunjang bukan berarti tidak diperlukan, justru malah menjadi 
semakin strategis keberadaannya sehingga perlu disikapi serius.

Berbicara terkait unsur penunjang ini menunjukkan bahwa Pasokan 
memiliki kaitan yang erat dengan pelayanan publik, Proses Pengadaan 
barang / jasa (Procurement)  dan Pasokan  (Supplier)  merupakan input 
penting dalam Manajemen Rantai Pasokan dan Manajemen Rantai Pasokan 
merupakan input penting dalam Pelayanan Publik.

Dengan demikian manajemen sebagai sebuah bidang keilmuan 
yang memadukan antara seni dan sains hendaknya berorientasi dengan 
pendekatan untuk melakukan optimasi, maka kegiatan yang perlu 
dilakukan harus lebih intensif pada kegiatan pengintegrasian, koordinatif, 
dan pengendalian pergerakan barang, bahan, layanan, dan informasi dari 
pengguna, pemasok, hingga pelanggan/konsumen atau pengguna akhir.

Manajemen rantai pasok melibatkan kegiatan proses pembelian/
pengadaan, pendistribusian, penjualan, dan seterusnya. Namun bukan 
berarti fokus dari kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada proses-proses 
yang terlibat dan telah disebutkan itu tadi, bila hanya berfokus pada proses 
Pemilihan Penyedia semata, maka kita tidak melakukan proses Manajemen 
rantai pasok yang baik dan hanya berfokus pada Pemilihan Penyedia 
merupakan salah satu tahapan semata baik dalam Perpres16/2018 
maupun dari konsep Manajemen Rantai Pasok. Manajemen Rantai Pasok 
dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hendaknya dilihat secara holistik 
sehingga memperhatikan seluruh proses.
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Dengan demikian maka para ASN perlu semakin menyadari bahwa 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara holistik terintegrasi dalam 
tugas dan fungsi nya, bahwa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah bukan 
semata-mata tugas dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(UKPBJ), melakukan optimasi secara strategis pada manajemen rantai 
pasok dan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hendaknya disadari 
sebagai upaya kolektif dan tanggung-jawab semua pihak dan harapannya 
penguasaan dan kemampuan manajerial dalam proses Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah hendaknya tidak dianggap sebagai kebutuhan tersier 
pada Organisasi Pemerintah.

Bagaimana cara memulainya pak? mungkin dapat dimulai dari 
menghilangkan persepsi “ditempat saya tidak ada Pengadaan Barang/
Jasa pak”, dilanjutkan dengan menyadari bahwa Pengadaan Barang/Jasa 
hanyalah tugas dari UKPBJ sehingga Dinas/Badan yang lain tidak perlu 
mempelajari apapun terkait PBJP dan dengan demikian maka kompetensi 
manajerial dan pemahaman atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
baik dalam menunjang pelayanan prima menjadi hal yang strategis dan 
perlu dimulai.

Seiring dengan meningkatnya tahapan-tahapan Evolusi Pengadaan, 
baik menuju Tahap kesatu, Tahap kedua, dan seterusnya maka semakin 
meningkatlah kualitas Pelayanan Publik dalam memberikan Pelayanan 
Prima dan kesejahteraan Bangsa Indonesia, maka kemajuan kesejahteraan 
umum dan kecerdasan kehidupan berbangsa bukanlah lagi sekedar 
Impian, namun semua itu dapat dimulai salah satunya dengan optimasi 
dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang perlu dimulai 
oleh kita semua.

Mengapa ini diperlukan untuk dimulai? mari kita ingat bersama bahwa 
Pelayanan Publik yang Prima dituntut semakin berkualitas, PBJP merupakan 
unsur penunjang dimana di dalamnya terkait dengan keberadaan Sarana 
dan Prasarana yang menunjang capaian Pemerintah, belanja Pemerintah 
sangat besar nilai nya dan bersumber dari “Uang Rakyat” hal ini menjadikan 
para ASN sebagai pihak mayoritas dalam hal keberhasilan pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian, tetap semangat, tetap sehat, dan salam pengadaan!
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SIMULASI EVALUASI 
PENAWARAN SELEKSI 

JASA KONSULTANSI dengan 
menggunakan METODE 
KUALITAS DAN BIAYA

			O    l e h :  R i y a n t o ,  S E . ,  MM	   .

(Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

Abstrak

Salah satu tahapan dalam rangkaian kegiatan pengadaan barang/jasa adalah pe-
milihan penyedia (tender/seleksi) oleh pejabat pengadaan atau pokja UKPBJ atau 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdapat empat metode evaluasi penawaran 
seleksi jasa konsultansi yaitu metode kualitas dan biaya, kualitas, pagu angga-
ran, dan biaya terendah. Pada metode kualitas dan biaya, peserta seleksi dini-
lai aspek biaya penawaran dan kualitas teknis. Bobot biaya penawaran antara 
20%  sampai  dengan  40%, sedangkan bobot kualitas teknis antara 60% sampai  
dengan  80%. Hakikat metode ini adalah memperoleh calon pemenang seleksi 
yang memiliki biaya penawaran kompetitif dan memiliki kualitas teknis yang 
baik secara proporsional. Pada simulasi evaluasi penawaran jasa konsultansi 
perencanaan gedung kantor, CV Torabika Konsultindo (bukan nama sebenarnya) 
memperoleh total nilai kombinasi kualitas teknis dan biaya penawaran tertinggi, 
sehingga ditunjuk sebagai pemenang tender. 
Kata Kunci: Pengadaan, Jasa Konsultansi, Evaluasi Penawaran, Metode Kualitas 
dan Biaya
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PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa  
oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD 
yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pe-
milihan penyedia adalah salah satu proses dalam kegiatan pengadaan barang/
jasa. Pemilihan penyedia dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan, kelompok 
kerja (pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK). Hal tersebut tergantung dari besarnya nominal paket barang/
jasa, jenis barang/jasa yang ditenderkan, dan cara pemilihan penyedianya.
Terdapat empat jenis barang/jasa yang dapat ditenderkan oleh satuan kerja 
pemerintah, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lain-
nya. Jasa konsultansi adalah adalah jasa layanan profesional yang membutuh-
kan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya 
olah piker. Contoh jasa konsultansi adalah jasa pengacara, jasa konsultan peren-
cana dan pengawas, jasa penyusunan modul, jasa pembuatan model, dan yang 
sejenisnya.
Dalam kegiatan tender, penawaran yang telah masuk harus dievaluasi. Metode  
evaluasi  penawaran   dalam  pemilihan penyedia  jasa konsultansi dapat dilaku-
kan dengan menggunakan: 

a.	 Sistem Kualitas dan Biaya

Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan  untuk  pekerjaan yang: 
1)	 ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian 

pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK
2)	 besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. 

Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan misalnya untuk 
desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi 
manajemen,  atau  supervisi  bangunan  non-gedung. Evaluasi kualitas  dan  
biaya menggunakan  pembobotan kualitas penawaran teknis dan biaya 
dengan ketentuan: 
1)	 bobot kualitas penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80
2)	 bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40. 
	 Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap 

masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur 
dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas 
minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang 
menjadi bagian dari dokumen Seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai 
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harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan. Penilaian 
penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada 
penawar terendah. Nilai penawaran peserta yang lain dihitung 
dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan 
harga penawaran terendah. Penentuan pemenang berdasarkan nilai 
kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan 
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.   

b.	 Kualitas

Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup 
pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak 
dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedia 
jasa konsultansi perorangan.  Metode  evaluasi  kualitas digunakan untuk 
pekerjaan yang mengutamakan  kualitas penawaran  teknis sebagai faktor 
yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan.  
Metode evaluasi kualitas digunakan misalnya untuk jasa konsultansi 
yang bersifat kajian makro (masterplan roadmap), penasihatan (advisory), 
perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks (desain pembuatan 
pembangkit  tenaga  listrik,  perencanaan terowongan di bawah laut, dan  
desain  pembangunan  bandar  udara internasional). Penentuan pemenang 
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan 
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai 
kualitas terbaik.

c.	 Pagu Anggaran

Metode evaluasi pagu anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup 
pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK 
dan syaratnya penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran. Metode 
evaluasi pagu anggaran digunakan  untuk  pekerjaan yang dapat dirinci 
dengan tepat meliputi waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan ruang 
lingkupnya serta penawaran tidak melampaui pagu anggaran. Metode 
evaluasi pagu anggaran digunakan misalnya untuk pekerjaan desain,  
supervisi bangunan  gedung, dan pekerjaan survei/pemetaan skala kecil. 

Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap 
masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/
atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal. Nilai 
angka/bobot ditetapkan dalam kriteria evaluasi yang menjadi bagian dari 
dokumen seleksi. Unsur/sub unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif 
atau yang dapat dikuantifikasikan. Penentuan pemenang berdasarkan 
kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya 
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terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan 
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 

d.	 Biaya Terendah

Metode evaluasi biaya terendah hanya digunakan untuk pekerjaan 
standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan 
pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan 
tertentu. 

Metode evaluasi biaya terendah digunakan misalnya untuk desain 
bangunan sederhana, supervisi pembangunan sederhana, dan survei/
pengukuran skala kecil. Evaluasi kualitas teknis dilakukan dengan 
memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai 
masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi 
ambang batas minimal. Nilai angka/bobot ditetapkan dalam kriteria 
evaluasi yang menjadi bagian dari dokumen seleksi. Unsur/sub unsur 
yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan. 
Penentuan pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya 
terendah diantara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan 
dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Pokja pemilihan menetapkan unsur-unsur yang akan dinilai dalam 
evaluasi teknis. Unsur-unsur pokok yang dinilai antara lain meliputi 
pengalaman badan usaha/perorangan, proposal teknis, dan kualifikasi 
tenaga ahli.  Pokja pemilihan menentukan bobot nilai dari masing-masing 
unsur. Acuan yang dapat digunakan untuk pembobotan sebagai berikut:
a.	 Pengalaman (10 – 20%)

Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur: 
1)	 pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan 

pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang 
lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan

2)	 pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan
3)	 pengalaman manajerial dan fasilitas utama.

b.	 Proposal teknis (20 – 40%)
Proposal teknis dapat dihitung dengan sub-unsur: 
1)	 pendekatan teknis dan metodologi
2)	 rencana kerja
3)	 organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli. 
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c.	 Kualifikasi tenaga ahli (50 – 70%)
Kualifikasi tenaga ahli dapat dihitung dengan sub-unsur: 
1)	 pendidikan
2)	 pengalaman profesional
3)	 sertifikat profesional
4)	 penguasaan bahasa
5)	 penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan.

d.	 Jumlah bobot a+b+c=100%. 
	 Penetapan bobot yang digunakan untuk masing-masing unsur, dalam 

rentang tersebut di atas didasarkan pada jenis pekerjaan yang akan 
dilaksanakan.  Pokja pemilihan menentukan ambang batas nilai 
teknis (passing grade) untuk masing-masing unsur dan nilai total dan 
ditetapkan dalam dokumen pemilihan. 

Pokja pemilihan menetapkan metode penyampaian dokumen 
penawaran dengan memperhatikan jenis pengadaan barang/jasa, metode 
pemilihan penyedia, metode evaluasi penawaran, dan ruang lingkup/
kompleksitas pekerjaan.  Metode penyampaian dokumen penawaran 
menjadi acuan bagi pokja pemilihan dalam menyusun jadwal pemilihan 
dan bagi peserta pemilihan dalam menyampaikan dokumen penawaran.  
Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan dalam 
pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menggunakan: 
a.	 Metode Satu File 
	 Metode satu file digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga 
terendah dengan menggunakan sistem gugur, pengadaan langsung 
dan penunjukan langsung.  Metode satu file digunakan pada 
pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan langsung dan 
penunjukan langsung. 

b.	 Metode Dua File 
	 Metode dua file digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan 

konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih 
dahulu yaitu metode evaluasi sistem nilai, metode evaluasi penilaian 
Biaya Selama Umur Ekonomis (BSUE) dan metode evaluasi harga 
terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas.  Metode 
dua file digunakan untuk penyampaian dokumen penawaran pada 
pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dan perorangan 
melalui seleksi. 

c.	 Metode Dua Tahap 
	 Metode dua tahap digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan 
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konstruksi/jasa lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1)	 spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada 

dokumen pemilihan
2)	 mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain 

penerapan teknologi yang berbeda
3)	 dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi 

penawaran teknis yang diajukan
4)	 membutuhkan penyetaraan teknis.

PEMBAHASAN

Pada studi kasus ini, penulis akan membahas cara melakukan 
evaluasi dokumen penawaran pada seleksi jasa konsultan perencanaan 
pembangunan gedung kantor dengan nilai HPS Rp 250.000.000,-. Setelah 
HPS ditetapkan, pokja UKPBJ kemudian menyusun dokumen seleksi. Salah 
satu isi dokumen seleksi adalah penetapan metode evaluasi dokumen 
penawaran. 

Pokja UKPBJ menggunakan evaluasi kualitas dan biaya. Adapun kriteria 
penilaian penawaran peserta tender yang telah dibuat pokja UKPBJ adalah 
sebagai berikut:
a.	 Evaluasi biaya penawaran (bobot 40%)
b.	 Evaluasi kualitas teknis (bobot 60%) dengan kriteria sebagai berikut:

1)	 Pengalaman (bobot 10%)
Pengalaman dapat dihitung dengan sub-unsur: 
-	 pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan 

pekerjaan yang dipersyaratkan dalam KAK dilihat dari ruang 
lingkup, kompleksitas dan nilai pekerjaan (bobot 50%)

-	 pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan (bobot 30%)
-	 pengalaman manajerial dan fasilitas utama (bobot 20%)

2)	 Proposal teknis (bobot 30%)
Proposal teknis dapat dihitung dengan sub-unsur: 
-	 pendekatan teknis dan metodologi (bobot 35%)
-	 rencana kerja (bobot 50%)
-	 organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli (bobot 15%) 

3)	 Kualifikasi tenaga ahli (bobot 60%)
Kualifikasi tenaga ahli dapat dihitung dengan sub-unsur: 
-	 Pendidikan (bobot 20%)
-	 pengalaman profesional (bobot 35%)
-	 sertifikat professional (bobot 15%)
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-	 penguasaan bahasa (bobot 10%)
-	 penguasaan situasi dan kondisi di lokasi pekerjaan (bobot 20%)

Pada saat pelaksanaan seleksi, terdapat empat perusahaan yang 
dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Adapun data biaya penawaran 
dan hasil evaluasi kualitas teknis perusahaan-perusahaan tersebut adalah 
sebagai berikut:

No Nama Perusahaan
Harga Penawaran 
(setelah koreksi 

aritmatik)

Hasil Evaluasi Kualitas Teknis 
(pengalaman, proposal teknis, 

kualifikasi tenaga ahli)
1 CV Impresso Konsultindo 226.700.000 - Pengalaman 7,50%

- proposal teknis 25,50%
- kualifikasi tenaga ahli 50,75%

2 CV Ekspresso Konsultindo 230.200.000 - Pengalaman 6,25%
- proposal teknis 27,15%
- kualifikasi tenaga ahli 55,40%

3 CV Arabiko Konsultindo 229.000.000 - Pengalaman 8,00%
- proposal teknis 25,40%
- kualifikasi tenaga ahli 53,25%

4 CV Torabiko Konsultindo 230.750.000 - Pengalaman 7,25%
- proposal teknis 26,20%
- kualifikasi tenaga ahli 56,10%

Dengan berpedoman pada data tersebut di atas, pokja UKPBJ melakukan evalu-
asi biaya penawaran dan evaluasi kualitas teknis. Evaluasi biaya penawaran di-
lakukan setelah pokja UKPBJ melakukan koreksi artimatika untuk memastikan 
tidak ada nominal harga penawaran yang salah. Adapun hasil dari pelaksanaan 
evaluasi harga penawaran adalah sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Harga Penawaran Perhitungan Nilai
1 CV Impresso Konsultindo 226.700.000 226.700.000 x 40%

226.700.000
40,00

2 CV Ekspresso Konsultindo 230.200.000 226.700.000 x 40%
230.200.000

39,39

3 CV Arabiko Konsultindo 229.000.000 226.700.000 x 40%
229.000.000

39,59

4 CV Torabiko Konsultindo 230.750.000 226.700.000 x 40%
230.750.000

39,29
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Jika melihat aspek biaya penawarannya saja, maka perusahaan yang mem-
peroleh nilai tertinggi adalah CV Impresso konsultindo. Namun perlu dilanjutkan 
dengan evaluasi kualitas teknis, untuk melihat apakah CV Impresso konsultindo 
juga unggul pada kualitas teknisnya. Adapun hasil dari pelaksanaan evaluasi 
kualitas teknis adalah sebagai berikut:

No Nama Perusahaan Hasil Evaluasi Kualitas Teknis Perhitungan
(total skor x bobot) Total

1 CV Impresso Kon-
sultindo

- Pengalaman (skor 7,50)
- proposal teknis (skor 25,50)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 50,75)

83,75 x 60% 50,25

2 CV Ekspresso Kon-
sultindo

- Pengalaman (skor 6,25)
- proposal teknis (skor 27,15)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 55,40)

88,80 x 60% 53,28

3 CV Arabiko Kon-
sultindo

- Pengalaman (skor 8,00)
- proposal teknis (skor 25,40)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 53,25)

86,65 x 60% 51,99

4 CV Torabiko Kon-
sultindo

- Pengalaman (skor 7,25)
- proposal teknis (skor 26,20)
- kualifikasi tenaga ahli (skor 56,10)

89,55 x 60% 53,73

Jika melihat evaluasi kualitas teknis, maka CV Torabiko Konsultindo memperoleh 
nilai tertinggi. Untuk menentukan calon pemenang seleksi, maka pokja UKPBJ 
menggabungkan hasil evaluasi biaya dan evaluasi kualitas teknis. Adapun hasil-
nya adalah sebagai berikut:

No Nama Perusahaan
Biaya 

Penawaran
(bobot 40%)

Kualitas Tek-
nis

(bobot 60%)

Total 
Nilai

Pering-
kat

1 CV Impresso Konsultindo 40,00 50,25 90,25 IV
2 CV Ekspresso Konsultindo 39,39 53,28 92,67 II
3 CV Arabiko Konsultindo 39,59 51,99 91,58 III
4 CV Torabiko Konsultindo 39,29 53,73 93,02 I

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa CV Tor-
abiko Konsultindo memperoleh total nilai tertinggi (93,02) sehingga ditetapkan 
sebagai calon pemenang kesatu. Tahap berikutnya adalah pokja UKPBJ akan 
mengumumkan hasil evaluasi tersebut kepada para peserta seleksi. Peserta 
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seleksi dipersilahkan mengajukan sanggahan jika tidak puas dengan hasil pen-
gumuman pokja UKPBJ. Jika setelah masa sanggah berakhir tidak ada peserta 
seleksi yang menyanggah, maka pokja UKPBJ membuat laporan kepada PPK 
tentang hasil pelaksanaan seleksi. Pekerjaan seleksi selesai, tahap berikutnya 
berupa penyampaian Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan se-
terusnya merupakan kewenangan PPK.

PENUTUP

Untuk mempermudah pejabat pengadaan dan pokja UKPBJ dalam melak-
sanakan tugasnya, maka Perpres 16 tahun 2018 dan Peraturan LKPP nomor 9 
tahun 2018 memberi pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui 
penyedia. Salah satunya adalah metode evaluasi penawaran pada seleksi jasa 
konsultansi. Pada metode biaya dan kualitas, peserta seleksi tidak hanya dinilai 
biaya penawarannya saja, tetapi juga kualitas teknisnya. Besaran bobot biaya 
penawaran antara 20%  sampai  dengan  40%, sedangkan bobot kualitas teknis 
antara 60% sampai  dengan  80%. Adapun hakikat metode biaya dan kualitas ini 
adalah untuk memperoleh calon pemenang seleksi yang biaya penawarannya 
kompetitif dan memiliki kualitas teknis yang baik secara proporsional.

REFERENSI

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah
Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Melalui Penyedia
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Perlu Segera Terwujud 
VENDOR MANAGEMENT 

SYSTEM (VMS) 
di Pengadaan Barang / 

Jasa Pemerintah
		M   u d i s a n t o s a 

Perlukah peraturan yang detail ?

Detail is devil.

Detail memunculkan masalah, menaikkan emosi dan curiga. Bahkan 
karena kurang kompeten menjadi dosa ?

Yang detail dan kalau diperlukan harusnya diselesaikan dengan aplikasi

contoh SKA dikoneksikan dengan lembaga penerbitnya. Kalo dari 
penerbitnya SKA telah mati masa berlakunya maka di aplikasi pengadaan 
nya yo mati. Tidak perlu evaluasi lagi atas SKA.

Selesaikan dengan intensif peran aplikasi.

Kadang saya heran..

Pokja itu

Bukan pegawai pajak

Bukan pegawai akuntan..

Bukan asesor kompetensi
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Lalu pokja mengecek pajak tidak sekedar NPWPnya tapi juga SPT nya  
dan tidak sekedar lapkeu tapi telah teraudit belum .

Kompeten nggak tenaga ahli nya dst

Harusnya proses tender itu sederhana..

Yaitu bahwa penyedia memiliki kualifikasi yang memenuhi ( SIKAP 
terverifikasi diaplikasi, bukan sekedar telah terinput di aplikasi SPSE ) dan 
penyedia berkinerja baik ( kontrak2nya selesai dengan baik dan tidak 
terlambat = VMS ) ==> maka dengan demikian penyedia cukup menawar 
di tender dengan harga saja.

Ketika kompetisinya menjadi  HARGA , maka kesan kuat fair terwujud 
dan kesan intervensi atau kolusi atau kurang kompetensi telah disingkirkan, 
terbangun trust. Kesan pengadaan menjadi amunisi pribadi ataupun 
amunisi pilkada menjadi hilang.

SIKAP terverifikasi berarti bener punya ijin, sbu , ska , skt yang sah 
terkoneksi dgn penerbitnya.

Karena sekarang masih minta detail gitu

Yo wis mari sibuk untuk mengecek

Kalau SIKAP dan VMS berjalan maka masalah pengadaan di proses bisa 
dikurangi banyak  sehingga bisa fokus di pelaksanaan kontrak.

Pengendalian kontraknya juga enak karena penyedia nya adalah 
selama ini kinerjanya baik dan untuk kontrak kita, pastinya penyedia akan 
selesaikan baik dan tidak terlambat, karena ini akan berkaitan dengan 
penilaian kinerja penyedia.

Banyak yang telah membuat kriteria untuk menilai kinerja penyedia. 
Obyektif kah ?

Kalo menurut saya cukup satu saja yang obyektif, yaitu telah 
menyelesaikan kontrak dengan   baik dengan adanya BAST dan tidak 
terlambat. Ketika BAST diinput dan tanggalnya tidak terlambat, maka 
penyedia dinilai berkinerja baik.
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Penilaian kinerja telah dilakukan ?

Belum.

Kalau ada akan menjadi motivasi penyedia untuk selesai baik dan tidak 
terlambat.

Di negara negara modern, telah digunakan ini , sehingga pengadaan 
mereka berkualitas, sunyi senyap dari sanggah, auditor sulit mencari 
temuan, tidak perlu lagi lagi Apeha nanya2 pokja lagi,

Apeha tidak sibuk lagi.

Auditor tidak sibuk lagi.

PPK tidak sibuk lagi

Pokja tidak sibuk lagi.

Bubar dunk ?

Mari kita urusin KPBU, kita urusin infrastruktur, tempat wisata, rumah 
sakit modern, kota- desa smart, kita kelola aset aset yang menganggur dst, 
ternyata PR nya masih banyak.

Telah dikembangkan VMS di beberapa BUMN dan BUMD.

Bagaimana di pengadaan pemerintah ?

Belum.

Tapi arah kesana mulai nampak di PP 20 2020 dan di Perpres 16 2018

PP 20 2020

Pasal 60

Pemilihan penyedia Jasa yang menggunakan surmber pembiayaan dari 
keuangan negara dilaksanakan dengan prinsip:
a. 	 pemenuharl asas nyata;
b. 	menciptakan nilai tambah dari kualitas, waktu, biaya, layanan, 

keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
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c. 	 persaingan usaha yang sehat;
d. 	keberpihakan terhadap usaha kecil;
e. 	penggunaan produk dan teknologi dalarn negeri; dan
f. 	 penilaian berbasis kinerja Penyedia Jasa dan kemampuan usaha 

 
Pasal 61
(1)	Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) 

huruf c didasarkan pada laporan kineda yang terdapat pada Sistem 
Informasi Jasa Konstruksi. 

(2)	Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kinerja tahunan dan kinerja sesaat. 

(3)	Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang sudah 
melalui proses serah terima pekerjaan. 

(4)	Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 
penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan 
pada saat pekerjaan berlangsung. 

(5)	Menteri dapat mengumumkan pemeringkatan Penyedia Jasa 
berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. 

(6)	Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja Penyedia Jasa diatur dalam 
Peraturan Menteri.
 

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 11 ayat 1 huruf o

PPK memiliki tugas menilai kinerja Penyedia
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Buku Baru Pengadaan
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Buku Baru Pengadaan

*pesan buku ke :	 SOFIANA 0821-1223-3577
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Buku Baru Pengadaan



48 | Edisi 29 Tahun 2020



Edisi 29 Tahun 2020 | 49

Buku Baru Pengadaan
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